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ABSTRACT
This research discusses the misalignment between strategic planning and annual planning in
achieving key performance indicators (KPIs) at the national and regional levels, with a focus
on Bekasi District, West Java. This alignment is critical to achieving community welfare. Gaps
were found between the performance targets in the National Medium-Term Development Plan
(RPJMN) and the Government Work Plan (RKP), especially on economic growth, poverty
levels, and unemployment. An evaluation of the KPIs in Bekasi District also showed non-
optimality, with a number of KPIs not achieved. Qualitative research methods were used to
evaluate this. Clear KPI establishment, accurate data collection, regular monitoring, and root
cause analysis are important steps in KPI evaluation. The results show that the KPI setting
process in Bekasi District still does not fulfill the SMART (Specific, Measurable, Assignable,
Realistic, Time Related) criteria thoroughly. There are weaknesses in senior management
commitment, an unoptimized performance culture, and a lack of Critical Factor Success (CSF)
approach in the formulation of performance indicators.In addition, the process of simulating
the achievement of KPIs and midterm evaluation of the RPJMD was not adequately
implemented; however, this process was not fully followed at both the national and regional
levels. In addition, the process of simulating the achievement of KPIs and the midterm
evaluation of the RPJMD were not adequately implemented. However, this process was not
Sully followed at both the national and regional levels.

Keywords: Evaluation, Key performance indicators (IKU), Regional Medium-Term
Development Plan (RPJMD)
PENDAHULUAN
Dalam beberapa tahun terakhir, persoalan mengenai capaian kesejahteraan
masyarakat menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan. Beberapa
persoalan yang sering muncul jika dikaitkan dengan persoalan kesejahteraan
masayarakat adalah permasalahan lingkup bidang pendidikan, kesehatan dan

perekonomian. Sejak kemerdekaan Indonesia diproklamirkan sampai dengan era
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reformasi saat ini, berbagai kebijakan perencanaan pembangunan baik tingkat
nasional maupun tingkat daerah memberikan perhatian khusus terhadap pencapaian
kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak bisa dipungkiri mengingat kesejahteraan
masyarakat merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu negara.

Konsistensi keselarasan antar dokumen perencanaan sangat menentukan
ketercapaian IKU. Sebagai gambaran keselarasan dokumen perencanaan pada
tingkat pusat, dapat dilihat dari perbandingan antara target kinerja utama pemerintah
pusat yang tertuang dalam RPJMN dengan RKP. Berdasarkan data yang diperoleh
beberapa tahun terakhir, terdapat kesenjangan antara target indikator makro yang
tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dengan RKP Tahun 2020, 2021 dan 2022.
Untuk lebih jelasnya kesenjangan antara dokumen RPJMN dengan RKP disajikan
dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1
Kesenjangan Antara Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 dengan RKP Tahun
2020, 2021 dan 2022

RKP
TAHUN INDIKATOR MAKRO RPIMN TARGET REALISASI
2022 Pertumbuhan Ekonomi 5,7—-6 5,2-58 5-5,5
tingkat kemiskinan 7,5-8 8,5-9,0 8,5-9,0
tingkat pengangguran terbuka 44-49 5,5-6,3 5,5-6,3
(menurun)
tingkat rasio gini menurun 0,374-0,378 0,376-0,378 0,376-0,378
IPM 74,01 73,41-73,46 72,65-72,69
2021 Pertumbuhan Ekonomi 5,4-5,7 45-55 3,7
tingkat kemiskinan 8,0-8,5 9,2-9,7 9,71
tingkat pengangguran terbuka 9,2-9,7 7,7-9,1 6,49
(menurun)
tingkat rasio gini menurun 0,375-0,379 0,377-0,379 0,381
IPM 73,26 72,78-72,95 72,29
2020 Pertumbuhan Ekonomi 5,3 8,5-9,0 2,1
tingkat kemiskinan 8,5-9,0 8,5-9,0 10,19
tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 4,8-5,1 7,07
(menurun)
tingkat rasio gini menurun 0,375-0,380 0,375 -0,380 0,385
IPM 72,51 72,51 71,94

Sumber : RPJMN Tahun 2020-2024, RKP Tahun 2019, 2020 dan 2021

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa pada tingkat nasional belum terjadi
keselarasan dalam proses perencanaannya, khususnya pada aspek penentuan target
kinerja tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Gap
tersebut, terlihat pada perencanaan target kinerja indikator makro pertumbuhan

ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran pada tahun 2021 dan 2022,
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dimana target yang ditetapkan dan RKP tidak sesuai dengan target yang ditetapkan
dalam RPJMN, dimana target yang ditetapkan dalam dokumen RKP lebih rendah
jika dibandingkan dengan dokumen yang ditetapkan dan RPJMN. Khusus di tahun
2021, seluruh target kinerja yang ditetapkan dalam RKP tidak sesuai dengan
RPJMN. Hanya pada tahun 2020 saja, dari 5 (lima) target indikator makro yang
ditetapkan dalam RPJMN, terdapat 4 (empat) indikator makro yang tergetnya sesuai
dengan RPJMN, yaitu pada indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan,
tingkat pengangguran, tingkat rasio gini dan IPM.

Tidak selarasnya target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan strategis
dengan perencanaan tahunan, dapat berimplikasi pada pencapaian kinerja
pembangunannya. Keterpaduan dan keterkaitan antara dokumen perencanaan
tersebut, dalam perspektif teoretis, senada dengan yang diungkapkan oleh Nursini
(2010:32) berkaitan dengan perencanaan komprehensif bahwa:

“Model perencanaan rasional komprehensif adalah model perencanaan
secara menyeluruh, yang berarti mempunyai skala luas, dengan pengambilan
keputusan yang kompleks. Model ini memandang bahwa perencanaan
ditetapkan untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang. Tujuang jangka
panjang tersebut kemudian direncakan pencapaiannya dalam 2 atau 3
tahapan, yaitu perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka
pendek.”

Terlihat bahwa kinerja pembangunan nasional khususnya pada indikator
tingkat pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak
tercapai pada tahun 2022, indikator tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat rasio gini
dan IPM tidak tercapai pada tahun 2021. Sementara pada tahun 2020, seluruh target
indikator makro pembangunan nasional tidak tercapai.

Berbeda dengan tingkat nasional, pada tingkat Pemerintah Provinsi Jawa
Barat, telah terlihat keselarasan antar dokumen perencanaannya yakni keselarasan
antara indikator kinerja utama maupun targetnya yang tertuang dalam dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023 dengan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun
2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022. Namun, pencapaian IKU nya tidak optimal.
Berikut disajikan data capaian IKU Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2021 sebagai
berikut :
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Gambar 2
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Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-
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W 2021 TARGET RPJMD m 2021 RKPD TARGET 2021 RKPD REALISASI
2020 TARGET RPJMD m 2020 RKPD TARGET m 2020 RKPD REALISASI
W 2019 TARGET RPJMD m 2019 RKPD TARGET m 2019 RKPD REALISASI

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2018 terdapat 12 (dua
belas) dari 32 (tiga puluh dua) IKU Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tidak
tercapai, yakni IPM, Indeks Kesehatan, Skor Pola Pangan Harapan, Laju
Pertumbuhan Ekspor, Nilai Investasi/PMTB, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks
Gini, Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi, Tingkat Kondisi
Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi, Pencapaian Status
Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang, Angka
Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran.

Berkaitan dengan monitoring terhadap IKU yang dilakukan setiap tahun,
Parmenter mengungkapkan bahwa sebuah KPI dikatakan KPI jika proses
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pencapaiannya dilakukan secara harian, mingguan, paling lama setiap satu bulan.
IKU tidak dianggap KPI jika menitoringnya dilakukan lebih dari setiap 1 bulan. Hal
ini diungkapkan oleh Parmenter (2010:7) bahwa:

“KPIs should be monitored 24/7, daily, or perhaps weekly for some. A
monthly, quarterly, or annual measure cannot be a KPI, as it cannot be key
to your business if you are monitoring it well after the horse has bolted. KPIs
are current- or future oriented measures as opposed to past measures (e.g.,
number of key customer visits planned in the next month or a list by key
customer of the dates of the next planned visits). Most organizational
measures are very much past indicators measuring events of the last month or
quarter. These indicators cannot be and never were KPIs.”

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bekasi tidak terlepas dari tujuan
pembangunan yang tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten
Bekasi. Ketercapaian kinerja utama pembangunan daerah dipengaruhi oleh
penentuan kebijakan oleh top manajer yang diimplementasikan mulai dari kebijakan
perencanaan pembangunan daerahnya. Untuk itu keberhasilan pembangunan di
Kabupaten Bekasi yang ditunjukan dengan tercapainya IKU Kabupaten Bekasi bisa
dicapai apabila perencanaan pembangunan daerahnya mampu menghasilkan
capaian kinerja pada tatanan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang efektif dan
efisien. Namun, berdasarkan fakta empiris yang telah dikemukakan sebelumnya
tampak bahwa terjadi inkonsistensi dalam hal pemberian dukungan terhadap
pencapaian indikator kinerja utama pembangunan daerah Kabupaten Bekasi, yang
salah satunya dapat dilihat dari pembagian peran Perangkat Daerah dan dukungan
anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian IKU Kabupaten Bekasi. Berdasarkan
pendahuluan diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
lebih lanjut dan melakukan analisis terhadap Evaluasi Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Paradigma sebagai sistem kepercayaan dasar atau pandangan dunia (world
view) (Creswell & Creswell, 2018) yang membimbing seorang peneliti, tidak hanya
secara ontologis dan epistemologies, tetapi juga dalam hal memilih metode yang
digunakan (Lincoln et al., 2017, p. 222). Proses penetapan Indikator Kinerja Utama
(IKU) untuk melihat pencapaian kinerja pemerintah daerah secara normatif telah

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun yang menjadi permasalahan
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adalah tidak tercapaianya IKU Kabupaten Bekasi sesuai dengan target lokal dan
nasional. Hal ini menjadi fokus penelitian sehingga tidak memiliki dasar teori yang
mendukung. Selain itu, kompleksitas penyebab tidak tercapainya IKU serta banyak
faktor yang mempengaruhi pencapaian IKU mengakibatkan sifat kualitatif lebih
tepat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini perlu juga dikaitkan dengan sumber-
sumber lain yang terkait dan dapat dijadikan bahan analisis terkait, baik dengan
konsep kinerja organisasi secara khusus, maupun dengan praktek pemerintahan di
Indonesia secara umum. Sumber data dalam penelitian kualitatif menggabungkan
data, baik primer maupun sekunder (eklektik).
KERANGKA TEORI

Soemohadiwidjojo (2015:28) menjelaskan bahwa Key Performance Indicator
(KPT) atau Indikator Kinerja Utama adalah serangkaian indikator kunci yang bersifat
terukur dan memberikan informasi sejauh mana sasaran strategis yang dibebankan
kepada suatu organisasi sudah berhasil dicapai. Unsur-unsur yang terdapat dalam
KPI terdiri atas tujuan strategis, indikator kunci yang relevan dengan sasaran
strategis tersebut, sasaran yang menjadi tolak ukur dan kerangka waktu atau periode
berlakunya KPI tersebut. Beberapa pakar mengungkapkan tahapan dalam
melakukan evaluasi KPI yang meliputi: 1) Menentukan KPI yang jelas dan spesifik;
2) mengumpulkan data yang akurat dan handal; 3) melakukan monitoring secara
regular; 4) membandingkan dengan target; 5) menganalisis tren; 6) melakukan
analisis penyebab akar masalah; 7) mengambil tindakan korektif; dan 8) melakukan
peninjauan dan penyesuaian KPI secara berkala (Parmenter, 2010 :12). Secara rinci
dapat dilihat penjelasan berikut :

1) Menentukan KPI yang jelas dan spesifik, Pastikan setiap KPI memiliki
definisi yang jelas, unit yang terukur, dan target atau tolok ukur yang spesifik.
Ini akan memberikan dasar untuk evaluasi.

2) Mengumpulkan data yang akurat dan handal, Menetapkan proses untuk
mengumpulkan data yang relevan dengan setiap KPI. Pastikan bahwa data
yang dikumpulkan akurat, andal, dan konsisten dari waktu ke waktu. Ini
mungkin melibatkan penggunaan sistem otomatis, pembaruan data reguler,
dan proses validasi data.

3) Melakukan monitoring secara regular, Melacak dan memantau kinerja setiap
KPI secara berkala. Ini dapat dilakukan melalui dasbor, laporan, atau
mekanisme pemantauan lainnya. Penting untuk sering meninjau KPI agar
tetap mendapat informasi tentang kemajuan dan mengidentifikasi setiap
penyimpangan atau tren.
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Membandingkan dengan target, Bandingkan kinerja aktual KPI dengan target
atau tolok ukur yang ditentukan. Ini akan membantu menentukan apakah
kinerja memenuhi, melebihi, atau kurang dari harapan. Analisis kesenjangan
antara nilai aktual dan target untuk mengidentifikasi area yang perlu
ditingkatkan.

Menganalisis tren, Cari tren dan pola dalam data KPI dari waktu ke waktu.
Menganalisis data historis dapat memberikan wawasan tentang tren kinerja,
variasi musiman, atau pola lain apa pun yang dapat memengaruhi hasil.
Analisis ini dapat membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan
perhatian atau penyesuaian dalam strategi.

Melakukan analisis penyebab akar masalah, Jika KPI tidak memenubhi target
yang diinginkan, lakukan analisis akar masalah untuk mengidentifikasi alasan
yang mendasarinya. Ini mungkin melibatkan analisis proses, sistem, sumber
daya, atau faktor eksternal yang dapat memengaruhi kinerja KPI. Memahami
akar penyebab akan membantu dalam mengembangkan tindakan yang tepat
untuk mengatasi masalah tersebut.

Mengambil tindakan korektif, Berdasarkan evaluasi dan analisis akar
masalah, kembangkan dan terapkan tindakan korektif untuk meningkatkan
kinerja KPI. Tindakan ini mungkin melibatkan perbaikan proses, realokasi
sumber daya, pelatihan, atau tindakan lain untuk mengatasi masalah yang
teridentifikasi.

Melakukan peninjauan dan penyesuaian KPI secara berkala, Meninjau dan
menilai kembali relevansi dan efektivitas KPI yang dipilih secara berkala. Saat
tujuan bisnis, strategi, atau kondisi pasar berubah, penyesuaian atau
penambahan KPI baru mungkin diperlukan untuk memastikannya selaras
dengan tujuan organisasi.

Setelah ditentukan, KPI organisasi diturunkan menjadi KPI dan sasaran

kinerja untuk masing-masing divisi serta karyawan, untuk menyelaraskan setiap
aktivitas karyawan dalam organisasi dengan visi-misi-nilai dan strategi organisasi.
Sebagai hasilnya adalah karyawan akan melaksanakan aktivitas dan mengambil
tindakan yang memang seharusnya dilakukan untuk mencapai sasaran kerja yang
diinginkan (Soemohadiwidjojo, 2015).

PEMBAHASAN

Kriteria Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Motif penetapan target indikator kinerja utama daerah Kabupaten Bekasi

Tahun 2017-2022 didasarkan pada :

1) Hasil kesepakatan pembahasan yang dilakukan antara tim teknis
penyusunan IKU dengan stakeholder terkait khususnya Perangkat Daerah
pengampu IKU daerah.
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2) Indikator yang digunakan merupakan indikator yang bersifat komposit
dan memiliki crosscutting antar unit kerja.

3) Indikator yang ditetapkan menjadi indikator kinerja daerah merupakan
indikator kinerja yang pengukurannya dilakukan oleh instansi lain
(Instansi di luar Pemerintah Kabupaten Bekasi).

4) Penetapan target yang dilakukan dengan mempertimbangkan indikator
kinerja serta capaian kinerja tahun 2012-2017.

5) Motif yang melatarbelakangi ditetapkannya indikator kinerja utama
daerah perlu dianalisis untuk mengetahui dasar-dasar/asumsi penetapan
target kinerja daerah.

Waktu pencapaian target kinerja IKU Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022
diukur pada akhir periode RPJMD yakni tahun 2022, yang hasil capaian akhirnya
diperoleh dari pengukuran kinerja tahunan daerah yakni kinerja tahun 2017, 2018,
2019, 2020, 2021 dan 2021. Sama halnya dengan proses penyusunan perencanaan
kinerja indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bekasi tahun 2017-2022
yang dilaksanakan secara berjenjang, maka proses evaluasinyapun dilaksanakan
secara berjenjang, dimana yang membedakannya adalah jika proses penyusunan
perencanaan pembangunan daerah diawali dengan proses penyusunan perencanaan
jangka menengah daerah yang diwujudkan dalam bentuk penetapan sasaran daerah
yang parameter kinerjanya akan dijadikan indikator kinerja utama daerah yang
kemudian diikuti dengan proses penyusunan perencanaan pembangunan tahunan
daerah, berbeda halnya dengan proses evaluasi capaian indikator kinerja utama
daerah yang diawali dengan proses pengukuran capaian kinerja tahunan daerah,
yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan pengukuran capaian kinerja akhir
periode (tahun terakhir) dari dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Proses Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bekasi
Tahun 2017-2022 tidak ada penetapan tim khusus. Namun pada pelaksanaannya,
susunan timnya sama dengan tim penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD
Tahun 2017-2022, yang keanggotaan timnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati
Bekasi Nomor 050/Kep 401/Bappeda/2017 tentang Tim Penyusunan RPJMD
Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022. Berdasarkan uraian tugas yang tertera dalam
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Surat Keputusan Bupati tersbut, tim penyusunan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun
2017-2022 mempunyai peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi dan
bekerja secara kolaboratif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Anggota tim
dituntut untuk memiliki keahlian, pengalaman, dan keterampilan dalam
berkontribusi terhadap pencapaian tujuan tim. Komunikasi, kerja sama, koordinasi,
dan saling mendukung di antara anggota tim merupakan aspek penting dari tim kerja
yang efektif. Melalui kerja sama dan sinergi, tim kerja dapat meningkatkan efisiensi,
produktivitas, dan kualitas kinerjanya. Untuk meningkatkan kinerja tim, maka perlu
dilakukan evaluasi kinerja tim dengan tujuan untuk mengetahui berbagai aspek atau
kelemahan yang harus diperbaiki untuk meningkatkan produktivitas kinerja tim
maupun capaian yang telah dilakukan.

Adapun belum ada keselarasan antara KRI, RI, PI dan KPI dalam
menghasilkan kinerja yang ideal yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten
Bekasi selama periode tahun 2017-2022. Akibatnya kinerja utama yang ditetapkan
oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 belum sesuai dengan
ketentuan penjenjangan kinerja sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89
Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, dan belum
dilakukan pendekatan CSF dalam merumuskan indikator kinerja, baik pada level
sasaran daerah, sasaran program maupun sasaran kegiatan. Pendekatan CSF
dibutuhkan untuk memastikan bahwa kunci-kunci keberhasilan yang akan menjadi
faktor utama pencapaian indikator kinerja utama daerah dapat diintervensi
pencapaiannya.

Proses simulasi dalam pencapaian indikator kinerja utama daerah Kabupaten
Bekasi Tahun 2017-2022 tidak dilakukan. Simulasi terhadap proses pencapaian IKU
selayaknya dilakukan, karena melalui simulasi ini dapat diketahui dan diantisipasi
berbagai kemungkinan tidak tercapainya IKU daerah. Proses simulasi pencapaian
IKU ini dilakukan untuk mengecek apakah tahapan yang dilakukan efektif atau tidak
dalam pencapaian IKU Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022.

Dalam evaluasi paruh waktu terhadap RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun
2017-2022 telah dilaksanakan melalui forum konsultasi publik dengan stakeholder

terkait. Namun dalam agenda konsultasi publik tersebut dibahas secara khusus
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terkait evaluasi capaian IKU Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022. Akibatnya,

rekomendasi yang diberikan dari hasil evaluasi tersebut tidak mengarah pada upaya

untuk percepatan pencapaian IKU daerah. Forum konsultasi publik merupakan

media yang digunakan untuk menampung berbagai masukan dan saran perbaikan

dalam Upaya peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan daerah.

Beberapa permasalahan yang muncul dalam proses penetapan IKU
Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 adalah :

a)

b)

d)

Komitmen tim manajemen senior sangat lemah, dimana tidak dibentuk
fasilitator untuk memfasilitasi proses penetapan IKU Kabupaten Bekasi
Tahun 2017-2022, tim penyusun IKU juga dinilai belum kredibel, karena
keanggotaan timnya hanya bertumpu pada Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) yang kapsitasnya sangat terbatas serta tidak pernah
dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Tim IKU.

Budaya kinerja yang berorientasi pada hasil belum tercipta sehingga
analisis yang dilakukan terhadap IKU Kabupaten Bekasi Tahun 2017-
2022 tidak optimal dan budaya pengukuran hasil kinerja utama juga
belum dilakukan selama pelaksanaan IKU Tahun 2017-2022.

Upaya untuk menginternalisasikan IKU kepada seluruh pegawai belum
dilakukan baik dalam bentuk sosialisasi maupun pelaksanaan survey.
Pendekatan Critical Factor Succes (CSF) belum dilakukan dalam
perumusan IKU Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, namun pendekatan
yang dilakukan adalah pendekatan program dan kegiatan serta anggaran
sehingga tidak terlihat penjenjangan kinerja antara IKU tingkat daerah
dengan IKU tingkat Perangkat Daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi telah diterapkan dalam perumusan
maupun penetapan IKU Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, namun
belum terdapat konsistensi untuk melakukan input data hasil pengukuran
IKU oleh Perangkat Daerah terkait, dan tidak dilakukan monitoring dan
evaluasi oleh Tim IKU Kabupaten terhadap perkembangan capaian IKU
Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022.
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f) Evaluasi paruh waktu yang telah dilakukan terhadap RPJMD Kabupaten
Bekasi Tahun 2017-2022 tidak ditindaklanjuti dengan penetapan
kebijakan berupa Peraturan Daerah.

g) Kompetensi pegawai khususnya yang bertugas sebagai frontliner yang
ditempatkan pada Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja Utama
Daerah belum optimal, karena terkendala oleh kompetensi pegawai
dimaksud yang belum memenuhi standar kompetensi sebagaimana yang

telah ditetapkan dalam dokumen Standar kompetensi Jabatan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam

bagian sebelumnya, adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1Y)

2)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 belum
memenuhi kriteria Specific, Measurable, Assignable, Realistic, Time Related
(SMART) sebagaimana teori yang dikemukakan oleh George. T Doran.
Diantara 5 (lima) kriteria SMART yang dikemukakan oleh George. T Doran,
maka kriteria Specific, Measurable, Assignable, Realistic belum dipenuhi oleh
Pemerintah Kabupaten Bekasi dan hanya kriteria Time Related saja yang
telah memenuhi syarat dalam proses penetapan IKU Kabupaten Bekasi
Tahun 2017-2022. Dimensi yang paling kurang terpenuhi yaitu dimensi
Assignable, khususnya pada sub dimensi pertimbangan sumber daya yang
dibutuhkan dalam pencapaian target IKU masih sangat terbatas, diantaranya
adalah aspek sumber daya manusia yang belum mempertimbangkan
kebutuhan pencapaian IKU, alokasi anggaran yang diberikan untuk
mendukung capaian IKU sangat kecil, bahkan ada yang tidak dialokasikan
anggaran sama sekali, yakni pada IKU persentasi pertumbuhan
wirausahawan IKM baru pada tahun 2022.

Proses penetapan indikator kinerja utama daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2017-2022 belum dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagaimana teori
yang dikemukakan oleh David Parmenter yang terdiri dari : 1)Senior
Management Team (SMT) commitment; 2) Establishing a “winning KPI”
project team; 3)Establishing a "just do it" culture and process; 4) Setting up a
holistic KPI development strategy; 5) Marketing KPI system to all employees;
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6) Identifying organization-wide critical success factors; 7) Recording of
performance measures in a database; 8) Selecting team performance
measures; 9) Selecting organizational winning KPIs; 10) Developing the
reporting frameworks at all levels; 11) Facilitating the use of winning KPIs;

and 12) Refining KPIs to maintain their relevance.
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